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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah mencurahkan 

Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan 

Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2020 pada unit kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung sesuai dengan waktu 

yang ditetapkan. 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, menjadi keharusan bagi setiap 
OPD untuk menyusun Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen atas kinerja 

yang diberikan. BAPPEDA Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian 
Kinerja Tahun 2020 baik itu di Eselon II hingga Eselon IV. 

Sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja BAPPEDA 
Tahun 2020 adalah Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah. Setiap perjanjian kinerja yang dibuat disesuaikan dengan 

Renstra BAPPEDA 2019-2024 yang diselaraskan dengan tugas pokok dan 
fungsi BAPPEDA. 

Semoga kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik dan akuntabel 
serta memberikan manfaat bagi peningkatan pembangunan aparatur dan 

perwujudan tata kelola Pemerintah Provinsi Lampung yang semakin baik. 

 KEPALA BAPPEDA, 

Ir. FREDY SM, M.M 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19650202 199010 1 001 
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BAB I. PENDAHULUAN 

BAPPEDA Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka 

BAPPEDA merupakan unsur pelaksana penunjang pemerintahan daerah 

bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dan dipimpin oleh 

seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA Provinsi Lampung 

terdiri dari : 

1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub 

Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Aset, serta Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; 

2. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan 

terdiri dari Subbid. Perencanaan Makro, Subbid. Pengendalian 

Kebijakan dan Subbid. Monitoring dan Evaluasi; 

3. Bidang Perencanaan Perekonomian terdiri dari Subbid. Perencanaan 

Perekonomian I, Subbid. Perencanaan Perekonomian II, Subbid. 

Perencanaan Perekonomian III.; 

4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri 

dari Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I, 

Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II, 

Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III; 

5. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari Subbid. 

Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I, Subbid. Perencanaan 

Infrastruktur dan Kewilayahan II, Subbid. Perencanaan Infrastruktur 

dan Kewilayahan III; 



 

2 
 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Data dan Informasi 

Pembangunan Daerah yang terdiri dari Seksi Tata Usaha, Seksi 

Pengelolaan Data Spasial, Seksi Pengelolaan Data A-Spasial. 

1.1 Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja 

Perangkat Daerah Provinsi Lampung, BAPPEDA Provinsi Lampung mempunyai 

tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang 

perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggara penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan 

yang menjadi kewenangan Daerah; 

b. Penyelenggara perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah; 

c. Penyelenggara pengendalian dan evaluasi perencanaan 

pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis; 

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan; 

e. Penyelenggaraan administrasi; 

f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; 

g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Secara lengkap struktur organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan 

Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana gambar di bawah ini: 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Berdasarkan Pergub 56 Tahun 2019 
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Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bappeda dibantu oleh seorang 

Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala UPTD dan beberapa 

kelompok jabatan fungsional denga rincian satuan organisasi sebagai berikut : 

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi pelaksanaan 
penyusunan program dan pelaporan, keuangan dan aset, umum dan 

kepegawaian, serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan 
pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang. Dalam menjalankan 

tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Kepala Sub 

Bagian Program. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat 
mempunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan 
kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh bidang-bidang;  

b. penyelenggaraan penyusunan program, pengadministrasian 

keuangan dan aset, serta umum dan kepegawaian;   

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan  

d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

2. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan 

urusan pemerintahan bidang Perencanaan Makro, Pengendalian 
Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi, meliputi perencanaan dan 

pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan 
daerah. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan 

Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dibantu oleh Kepala 
Sub Bidang Perencanaan Makro, Kepala Sub Bidang Pengendalian 

Kebijakan dan Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi. Untuk 
menyelenggarakan tugas Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi : 

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang 

perencanaan makro dan evaluasi pembangunan daerah; 
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b. penyelengaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

pembangunan daerah;  

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Makro 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan  

d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

3. Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas 

menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan 
Bidang Perencanaan Perekonomian, yaitu penyusunan bahan kebijakan 

teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah 
Provinsi meliputi urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, 

kelautan dan perikanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, 
penanaman modal, perindustrian, perdagangan,  pariwisata, tenaga 

kerja, transmigrasi, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 
keuangan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan 

Perekonomian dibantu oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan 
Perekonomian I, Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian II, 

Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian III. Untuk 
menyelenggarakan tugas Bidang Perencanaan Perekonomian 

mempunyai fungsi : 

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang 
perencanaan perekonomian;  

b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan perekonomian;  

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan 

pembangunan perekonomian Daerah Kabupaten/Kota;  

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan 

Perekonomian; dan e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan 
oleh atasan 
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4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan 

urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis 

dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Provinsi 
meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, 

kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, 
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan dan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan, kepegawaian, 

serta pendidikan dan pelatihan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala 
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu 

oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan 
I, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan II, 

Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan III. 
Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 

Pembangunan mempunyai fungsi : 

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan 
pembangunan lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia;   
b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan pembangunan 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;  
c. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi 

perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan 
manusia Daerah Kabupaten/Kota;  

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan  

e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 
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5. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas 

menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan 

di bidang perencanaan aspek Infrastruktur dan Kewilayahan serta 
penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan 

pembangunan Pemerintahan Kabupaten/Kota, meliputi urusan 
pemerintahan bidang  perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan 

umum dan penataan ruang, pertanahan,  kehutanan, perhubungan, 
lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, komunikasi dan 

informatika, persandian dan statistik, serta fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang  perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan 

penanggulangan bencana. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang 
Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh Kepala Sub 

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I, Kepala Sub 
Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II, Kepala Sub 

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III. Untuk 
menyelenggarakan tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan 

Kewilayahan mempunyai fungsi : 
a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang 

perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;  

b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan infrastruktur dan 
kewilayahan;  

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan 
pembangunan infrastruktur dan kewilayahan Daerah 

Kabupaten/Kota;  
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan 

Infrastruktur dan Kewilayahan; dan  
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

6. UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai 
tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis 

penunjang tertentu serta urusan Pemerintahan yang bersifat 
pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak 

bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan 
dan penetapan kebijakan daerah. UPTD Pusat Data dan Informasi 
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Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang 

bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Dalam menjalankan 

tugasnya Kepala UPTD Pengelolaan Data Perencanaan dibantu oleh 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengelolaan Data Spasial 

dan Kepala Seksi Pengelolaan Data A- Spasial. Untuk menyelenggarakan 
tugas UPTB Pengelolaan Data Perencanaan mempunyai fungsi : 

a. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Badan, untuk 
mendukung pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan 

pembangunan daerah melalui pengelolaan data perencanaan; 
b. pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka, arsip, data spasial 

dan a-spasial  untuk menunjang perencanaan pembangunan; 
c. pengelolaan data statistik sektoral untuk memenuhi kebutuhan 

analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan; 
d. pengelolaan data tematik dan sektoral menjadi data spasial untuk 

penyusunan kebijakan dan perencanaan; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pemanfaatan prasarana, sistem informasi, 

kepustakaan, dan kearsipan; dan 
f. pengoordinasian dengan pihak-pihak terkait dalam penyajian basis 

data, informasi, sebagai sarana untuk mendukung perencanaan 

pembangunan. 
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 BAB II.  PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
ESELON II 

2.1 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II  
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BAB III. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  

ESELON II DENGAN ESELON III 

3.1 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS 
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3.2 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA 

BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN 
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3.3 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA 

BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

25 
 

3.4 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA 

BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 
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3.5 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA 

BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 
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3.6 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA 

UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 
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BAB IV. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
ESELON III DENGAN ESELON IV 

4.1 SEKRETARIAT : 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB 

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN; 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB 

BAGIAN KEUANGAN DAN ASET; 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB 

BAGIAN PROGRAM. 
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4.2 BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN : 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB 

BIDANG PERENCANAAN MAKRO; 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB 

BIDANG PENGENDALIAN KEBIJAKAN; 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB 

BIDANG MONITORING DAN EVALUASI. 
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4.3 BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN: 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB 

BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN I; 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB 

BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN II; 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB 

BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN III. 
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4.4 BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA: 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB 

BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN 

MANUSIA I; 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB 

BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN 

MANUSIA II; 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB 

BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN 

MANUSIA III. 
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4.5 BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN: 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB 

BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN I; 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB 

BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN II; 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB 

BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN III. 
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4.6 UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH: 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB 

BAGIAN TATA USAHA; 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI 

PENGELOLAAN DATA SPASIAL ; 

 PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI 

PENGELOLAAN DATA A-SPASIAL. 
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BAB V. PENUTUP 

Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung tahun 2020 disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Review 
atas Laporan Kinerja. 

Tujuan penyusunan dokumen ini adalah sebagai wujud nyata penerima 
dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, 

transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai 
dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian 

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai 
dasar pemberian penghargaan dan saksi.  

Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Lampung tahun 
2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas 

kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, 
penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyempurnaan 

berbagai kebijakan yang diperlukan. 
 


